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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
O
RN

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paéaf 123 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No Q,y:;>86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Penggr;aalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cagd) Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencaha Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Ren@i}a Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta,. ’;Ifa\ta Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka, K% Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka}%&;ﬁnengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah \\ﬁerlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencar}QQ;Strategis Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tepgah Tahun 2021-2026;
&
1. Pasal <K\8\"ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Ind,c{nesia Tahun 1945;

2.0Uﬁﬁang—Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
.. Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang

\\t\’ Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan

Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

N

~'\'\~" Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

<<\>\

11.

12.

13.

-0-

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indgnesia Nomor
4700); 2

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007<%éritang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik I @@esia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); A

\.
. Undang-Undang Nomor 12 “Mahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pergmdang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonegi\‘g' Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Nggdra Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2@}\9 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor \1\/2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemp\ﬁ%ng—undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tg\l’zﬁ‘n 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undan 3@}1dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahttn 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
0R€p\ublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

€berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun“>2020 Nomor
10); N

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rep 1,1.{} Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata\\‘ ., Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pemban@inan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan PeraturarQbaerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Pagpjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Men I:Rgah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pemgbangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan “Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pem/erg}{tah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2@/\\1\7 Nomor 1312);

Peraturan Me ;23 Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penéfapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Re ik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
Peraturei; Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Rg}{ﬁb‘lik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22.‘;3:&faturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

N
s N
QX

23.

24.

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



25.

26.

27.

-4 -

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 102); A
MEMUTUSKAN: . {\& -

;s
X9

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCGANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KAI}MANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026. At

Pasal Q,\’w

>
Dalam Peraturan Gubernur ini &a’ﬁg dimaksud dengan:

1

S WIN

.
£ )
(N

Q}\\ﬁ

. Pemerintah Daerah adalali) kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemer';@féaqan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusams pemerintahan yang menjadi
kewenangan daeralfotonom.

. Provinsi adalah E&vmsi Kalimantan Tengah.
. Gubernur ada{l@l/} Gubernur Kalimantan Tengah.
.Dewan Pe ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingka};ﬂ} RD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Proviné% Kalimantan Tengah.

.Pera,Q]%kat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

d:m:i\ ewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam
‘penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
Kepala Daerah.

.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

. Pendahuluan;

. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;

Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;

. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

. Penutup.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernuxr ini

SR o 00 oD

(4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana d{ﬁ‘i' sud pada
ayat (2) yaitu strategi, arah kebgaka@'program dan
kegiatan Perangkat Daerah yang akan é\i‘laksanakan pada
tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan,
program pembangunan Daerah yahg ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RRQMD Provinsi Kalimantan
Tengah tahun 2021-2026. \

)\z

J“?édal 3

Renstra Perangkat Da 1:&'}1 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 sebagaim na dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Inspektorat Pr v(ihsa Kalimantan Tengah;
b. Badan Perencg‘naan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembar@a\n Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Badan Q&Jangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
T engah
d. Baqq’n Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
e. E}ﬁdén Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Téngah
\{\ “Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
<<> Kalimantan Tengah;
g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Tengah;
i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Tengah;
j- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah;
k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah;

—_
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Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

» 10D

D N< X

a

bb.

CC.

dd.

ee.
ff.

g8-

hh.

i.
i
kk.

Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

Tengah;
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan
Tengah;

.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Tengah;

. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

.Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah; O\

. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kahmarit\an Tengah;

. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pr@ﬁls& Kalimantan

Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan\Perhndungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah; \"

Dinas Tenaga Kerja dan Tra&s&mgrasi Provinsi Kalimantan
Tengah; X3

Dinas Pemberdayaan gyijjﬁtyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Tengah; A

Dinas Perpustakaan daﬁ}Armp Provinsi Kalimantan Tengah;
Dinas Kependudu@ dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan
Tengah;

Sekretariat D@an Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Cﬁé\mgah;

Satuan qu\fs} Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
Badan léér\f{ghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

Unit ,\Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
dr. \QOI'IS Sylvanus;

Ufmf Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

11.,\Sekretar1at Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

<<>\

1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;

2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi
Kalimantan Tengah;

4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;

5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah; dan.

9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan
Tengah.



Pasal 4
(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

(2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub
kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi,
keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah
dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra
Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan gprogram dan
kegiatan sesuai dengan Kklasifikasi, ,k?&:}léﬁkasi dan
nomenklatur yang diatur dalam kej;@}ﬁan peraturan
perundang-undangan. -~y

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian muatan dala@ ge}aturan Gubernur ini.

&>
Pasal 6~
226
Peraturan Gubernur ini{%}‘&nulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Q
2o : .
Agar setiap orang\” mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
menempatkannya@lam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah. \5\;(/
N
Q’\«’ Ditetapkan di Palangka Raya
p : ggal 22 Desember 2021
2O
S, AN TENGAH,
\Va

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ZuIAH PR ROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
<& \

A
-(SETDA

%

<
Fantan RPRYARIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kaimantan Tengah Tahun 2021-
2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

a.
b.

SR O Q0

:_IW —. -

OBB

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:;

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi

Kalimantan Tengah; O\

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalirr;.a‘@tan Tengah;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pg}\ita}ﬁahan Provinsi

Kalimantan Tengah; "y

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah; . N

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian /~dan Statistik Provinsi

Kalimantan Tengah; ? -

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Te g\gﬁ ;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura ddi "Peternakan Provinsi Kalimantan

Tengah; o

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimant{a}ﬁ\‘l“engah;

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi?&‘limantan Tengah;

Dinas Ketahanan Pangan Provi PKalimantan Tengah;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perdagangan dan Pg fdustrian Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Koperasi dan UsalaKecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Penanaman c@h‘ Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Tengah;

Dinas Pendidikan{Rrovinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Keseh@‘ga})}Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Sosial Rfovinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemfida dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas \udayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan
Tengah;
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4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026, yang di dalammya
mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan
kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan
kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini
disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik (good governance), yang mengedepankan trangparanm dan
akuntabilitas. s\ )

\\/

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimafrtan Tengah Tahun
2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana mbangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah:‘Tahun 2021-2026, yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalima “Tengah Nomor 6 Tahun
2021 pada tanggal 25 November 2021, selain 1tu %a mempertimbangkan asas
kesinambungan dengan program-program da{q egiatan pembangunan yang
termuat dalam Renstra Perangkat Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026. 4

Q)

S
Rencana Strategis Perangkat [(aérah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 menjadi acuan dalam pesytisunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja,\@%nja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah yang merupakan doktunen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
satu tahun. Q \<

Sehubungan /\de‘ngan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah
kewajiban bagi se‘lsw%mh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan @\gah Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan
dalam pelakSahaannya.




KATA PENGANTAR

Sebagai upaya memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif,
diperlukan suatu proses perencanaan pembangunandaerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya
saing dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin komplek. Untuk
menyikapi kondisi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan sebagai unit kerja staf di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun Rencana Strategis
(RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai salah satu aktivitas
untuk meningkatkan kapasitas Biro Administrasi Pembangunan selaku unit kerja yang
menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai visi misi Gubernur Kalilr@?}tan Tengah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan ”l%' h Tahun 2021-
2026 ini juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan dan g‘g/l'ﬁksanaan kegiatan di
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta
pengendalian kegiatan (berupa monitoring dan evaluasi) 3&21 umpan balik (feedback)
perencanaan berikutnya. Rencana Strategis (RENSTRP*’{‘Bim Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T@;\” 2021-2026 ini diharapkan dapat
digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro A{i@qr’n)istrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akari}d@ng.

DisadaribahwaRencana Strategii\QEJENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalim/a\@n(\ Tengah Tahun 2021-2026 ini masih belum dapat
menyentuh semua kepentingan RQ@A berbagai keterbatasan. Namun ke depan akan diupayakan
secara lebih akomodatif. Olel\karena itu, saran yang konstruktif sangat diharapkan scbagai
umpan balik di masa yar@.}éﬁh datang,

Dengan di:,su\?/u?r:ya Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Dan}\ Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 semoga dapat memberikan

manfaat bagi kita semua.

Palangka Raya,  Desember 2021

\Pendbina Utamg-"lrvl'pii;a
NIR. 195307041988031015
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026
merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun yang fungsin ya sebagai pedoman perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan karena merupakan
solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi
permasalahan dan memanfaatkan peluang serta akan menjadi acuan dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja} Biro Administrasi Pembangunan pada setiap tahunnya selama
lima tahun kedepan.

Pada penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026
merupakan penjabaran teknis RPJMD dalam menentukan arah kebi;(alk}n serta indikasi
program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi perQantahan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Biro AdmhﬁStram Pembangunan dan
berkorelasi dengan Renstra K/L yang merupakan penjabatzan Visi Kementerian/Lembaga
dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yfng hendak dicapai dalam rangka
mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. _ :’\ ’

Biro Administrasi Pembangunan rg;jcmi)ékan unsur kelembagaan dalam jajaran
staf’ Sekretaris Daerah Provinsi Kalim@taﬁ' Tengah, yang memiliki tugas pokok dan
fungsi penyiapan pengoordinasiarn, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Da@rah pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dacrah di bidang pengmdahan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,
pengendalian admlmstram pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan

pembangunan. ’
O

1.2 LANDASAWHUKUM

1. Q@lﬁﬁg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
N
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tenténg Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubshan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksy:@an Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wékll Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia I}Io&r 5107)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

9.

10.

11

12.

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomm'\el{’f"fahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Neéara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310 ) dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
teniang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178D

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendahan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan rencana pggﬂaangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah‘c'laerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

Peratqran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Rqﬁ\c?ana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4;
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaiimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Kolimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
RPIMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Administrasi Pembangunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



JETES NS

. SISTEMATIKA PENULISAN

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai acuan dalam
merencanakan dan merumuskan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan 5
(lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2021 — 2026, mendorong tercapainya sasaran
pembangunan yang ditetapkan dalam Jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan , serta
sebagai penjabaran atau implementasi dalilpemyataan Misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

Tujuan menyusun rencana strategis adalah untuk menentukan visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas pokok
dan fungsi instansi dengan berpedoman kepada RPIM Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah dan bersifat irdikatif, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran

dan pedoman dalam pelaksanaan program kerja pada Bl}o Administrasi

\

Pembangunar. O\
AN

Sistematika penulisan Rencana Strategis beitfasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang ta:ta Cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerzh, tata car@cv aluasi rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka pa@ang daerah dan rencana pembangunan Jangka
menengah daerah, serta tata ca;ra perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja

pemerintah daerah, ada!ah sebagai berikut:
&
/N ’\ 3

BAB I PEN D\AEULUAN
1.1 Latar Bélakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

144\\51' stematika Penulisan
by

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Dacrah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB II1 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan F ungsi Biro Adm1mstra51
Pembangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan [su-isu Strategis

BAB IV, TUJUAN DAN SASARAN ‘

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP
N\
) ,’\{\.:‘ ) 3

%\
i ’;\\ )
N
AN
\2 '\ N/
KO
| {::/::.}
S
\.\ A
o\
ANE
AS
/~ ’\\
\2 ¢
) .’\ >
N N\



2.1

BAB Ii

GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Administrasi Pembangunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah—Faragraf 2 Pasal 77 Biro Administrasi

Pembangunan mempunyai tugas penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaltkam pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan w1layah &laporan pelaksanaan

pembangunan, . \?\w

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pemba; g’unan, menyelenggarakan fungsi:

a.

Penytapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian ‘administrasi pelaksanaan pembangunan

g @

wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; o

. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tu‘g};, Perangkat Daerah di bidang pengendalian

administrasi pelaksanaan pembangugla}r}\ daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, pelaporan peiilgﬁénaan pembangunan,

Penyiapan pemantauan dan evaluaﬁ pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang\<t1dak dunglnkan dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bxdanﬁg\ pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,
pengendalian adm1mst.ra51 pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan

pemba:ngunan, y
o \
\



Struktur organisasi pada Biro Administrasi Jembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR BIRG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(Sesuai PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN A\
DAN PEMBANGUNAN N\
o
Y
7 N
KEPALA BIRO £ "¢
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |\
- KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
' PENGENDALIAN PELA@&!AN
ADMINISTRASI T STRASH, PELAKSANAAN
PELAKSANAAN 7] SANAAN ; ™ PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN-WILAYAH
KEPALA SUB BAGIAN KEPALASUB BAGIAN
PENGENDALIAN PESGENDALIAN )
ADMINISTRASI STRASI KEPALA SUB BAGIAN
PELAKSANAAN APBD P {"PELAKSANAAN || ANALISIS CAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN WILAYAH I PEMBANGUNAN DAERAH
h, &
KE;’;;&%&W (\|"  XEPALASUB BAGIAN
ADMINSTRASE o~ PENGENDALIAN KEPALA SUB BAGIAN
PELAKSANAAN APBN \< ADMINISTRASI PELAPORAN PEMBANGUNAN
AAN APB! —») PELAKSANAAN . DAERAH
o\ PEMBANGUNAN WILAYAH II
KEPALA SUBBAGIAN _| KZPALA SUB BAGIAN
TATAUSAHA _ ()} . PENGENDALIAN KEPALA SUB BAGIAN
AN ADMINISTRASI .p| KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
" PELAKSANAAN DAFRAH
) PEMBANGUNAN WILAYAH
m




B P S "

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

Uraian tugas sebagai berikut :

1.

Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian administrasi peiaksanaan pembangunan daerah bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;
O\

- Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangun&s daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Aﬁggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi \]gelaksanaan kebijakan daerah

terkait pencapaian tujuan kebijakan, ddmpak\)rang tidak diinginkan, dan faktor
yang memengaruhi pencapaian tujuair;"l;'ébijakan di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan pembang{man daerah bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dén Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

. Menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pegendalian administrasi

pelaksanaan pem bangunan \aerah dan melaksanakan tata usaha biro; dan

. Melaksanakan tugasatu\gas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pembangunan se{u\ﬁ dengan bidang fugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

menyelqnl.g\arakan fungsi

L.

Penylapdn bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara,

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di



bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di blda(lg pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kah@paten Kotawaringin

Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barak“‘Kabupaten Lamandau

dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupate\e Katingan, Kabupaten Gunung

Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabuﬁ‘aten Kapuas dan pengendalian

administrasi pelaksanaan pembangunan Wii‘é‘yélh I meliputi Kabupaten Barito

Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung

Raya. \\ ‘

Uraian tugas sebagai berikut : R \~

1. Menyiapkan bahan peng{)ordmasmn perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian admlmstr}m pelaksanaan pembangunan wilayah 1, pengendalian
adrainistrasi pel\al?ganaan pembangunan wilayah 1I, dan pengendalian
administrasi pel'aksanaan pembangunan wilayah III;

2. Menylapka X bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang \\\pengendahan administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I,
penge;ldalian administrasi  pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan witayah 1,

3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor

yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian



administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan' wilayah I, dan pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah Iil; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I1I;

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I,
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan v&ii:}yah II, dan
pengendaliant administrasi pelaksanaan pembangunan w1la§<ah 111,

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan\»kebg akan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tldak...‘:}nngmkan, dan faktor yang
memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bg:lang pengendalian administras: -
pelaksanaan pembangunan wilayah I, pq{geﬁdalian administrasi pelaksanaan

pembangunan wilayah 1II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan

i’

pembangunan wilayah IlI; dan \\
4. Pelaksanaan fungsi lain yan%;'diberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pembangunan yang berkaitafl.dengan tugasnya.

. Bagian Pelaporan Pela}ﬁé‘ﬁé;n Pembangunan

Bagian Pelaporan \Q\éla:ksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahai\pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan;'/ﬁjx‘gas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebljakaQ daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah,

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah,

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah, dan kebijakan pembargunan daerah;
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1.

2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan penibangunan daerah;

3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijekan di bidang analisis capaian
kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kebijakan pembangunan daerah; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam  melaksanakan tugas, Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan  kebijakan daera\h di bidang
analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaponan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerqh \

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanauan tuga\Perangkat Daerah di
bidang analisis capaian kinerja pembangunan dacrah pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan pembangl.?l{an daerah;

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pgl\aksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yapg, tidak diinginkan, dan faktor yang
memengaruhi pencapaian tujuan keﬁ}_]akan di bidang analisis capaian kinerja
pembangunan daerah, pelap(}r@}\:r pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kebijakan pembangunan dae;réiﬁ“‘ Jdan

4. Pelaksanaan fungsi IalQ yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi

Pembangunan yang. b@htaltan dengan tugasnya.
X
AN
SUMBER DA;{A BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- \\
Personél

 Personel Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang
PNS, 2 (dwa) orang CPNS dan 5 (lima) orang non-PNS (Tenaga Kontrak) dengan
pendidikan 9 (sembilan) Pascasarjana (S2), 13 Sarjana (S1), 2 (dua) Diploma Tiga (D-III),

10
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4 (empat) SLTA, dan 1 (satu) SLTP. Jurusan pendidikan bervariasi dari berbagai jurusan

pendidikan, dan 3 (tiga) orang mendapatkan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perlengkapan

Ruangan kebutuhan personel perkantoran pada umumnya, berupa ruang kepala kantor dan

ruang staf beserta perangkat kerja yang seluruhnya telah menggunakan personal komputer

dan jaringan intemet.

KINERJA PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021

antara lain adalah sebagat berikut:

Penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik sejak Tahun 2008 (2016-2020)

Fasilitasi dalam evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran lg\agi Pemerintah
L

Kabupaten/Kota (TEPPA) (2016-2021) .~< X4
Mengelola Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah%ebagal bagian dari e-
Government (2016-2018) N

Pengelola Sistem Database Dukungan Kebijakan.,l\}a"é}gﬁa], yang merupakan suplai
data untuk pimpinan (2016-2021) |
Fasilitasi penyusunan Rencana umum peng%aan barang/jasa pemerintah melalui
aplikasi sistem rencana umum pengad“aan barang/jasa (SIRUP) dan pelaporan
MONEY online. (2016-2020) .§\
Penyusunan Bahan Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Bidang Penyusunan
Program, Pengendalian Prqgram, Pelaporan, Analisis, dan Pengkajian Pembangunan
Daerah (2016-2021) “\.'\C" ’

@

AN
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Semakin meningkatnya kompetisi antar dacrah, yang menuntut adanya inovasi dan
kreativitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Semakin terbatasnya sumber daya daerah, schingga menuntut peningkatan kerjasama antar
daerah, antar wilayah Jan antar negara.

Lemahnya koordinasi baik sektoral maupun antar daerah,

Belum tersedianya sistem dan prosedur kerja yang memadai dalam mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi.

L i~\:

Peluang Pengembangan Pelavanan Biro Administrasi Pembangupan® -

Komitmen dari masing-masing pimpinan SKPD dalang ,I}Je;{dukung mekanisme
pengendalian dan pelaporan secara efektif . X~
Tersedianya teknologi informasi yang 1ne:madai“ galam mendukung perencanaan,
pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal. ‘
Adanya komitmen pimpinan daerah untuk méﬁ'ﬁgkatkan daya saing daerah melalui
pengembangan inovasi sesuai dengan potenéii‘cfzﬁ; keunggulan daerah.
Adanya komitmen, untuk menmglgsitkajn peran serta masyarakat dalam proses
pembangunan N
Adanya komitmen pemerintaly untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi
guna mensinergikan kegja{a}xffli provinsi dan kab/kota.

SO

¥

L\
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BAB I

PERMASALAHAN DAN JSU-ISU STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.

1) Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah;
2) Belum optimalnya pelaksanaan dan pengembangan data/informasi pembangunan,

3.2 TELAAHAN VIS, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILHI
Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintainan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun
2021-2026 adalah: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Religius, Kuat,
Amanah dan Harmonis.” O
Misi yang akan dilakukan adalah : \.’if‘\ .
1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan %ﬁi"\}awasan Lingkungan
2, Memperkuat ketahanan Daerah dalarn Mengantisipasi Perubah@g}f,GIobal
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik MPI&llU{?&féﬁﬂ&Si Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

“l

<
Berdasarkan visi misi Pemerintah Dae{{lh“ terscbut, bahwa fungsi Biro Administrasi

Pembangunan sebagai fungsi staf daIan{;pélayanan administrasi pembangunan memang secara
spesifik tidak berhubungan langsung, tetapl sebagai fungsi pelayanan dalam bidang administras:
pembangunan berkaitan dengan fﬁlSl ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
melalui reformas: btrokra\s{ Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintah, Biro
Administrasi Pembangunan menyelenggarakan tugas dan fungsi yang secara tidak langsung
merupakan baglan/dan kegiatan Reformasi Birokrasi, secara rinci Biro Administras:
Pembangungq ipc*mbenkan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain:

« TFasilitasi ‘dalam evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran bagi Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (TEPRA)
e Pengelola Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional, yang merupakan suplai data

untuk pimpinan

18



¢ Penyusunan Bahan Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Bidang Penyusunan dan

Pengendalian Program.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

3.4

35

Biro Administrasi Pembangunan sebagai unit organisasi dibawah komando Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai fungsi siaf pelayanan
pimpinan (Sekretaris Daerah) dalam hal pelayanan administrasi pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah, tugas ini merupakan tugas yang sifatnya rutin. Dalam kaitannya dengan
Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah saling sinergis dan saling
mendukung sebagai instansi yang sama sama mempunyai fungsi staf pimpinan yang telah diatur
sesual peraturan yang ada, mendukung dan searah / mengikuti kebijakan baik nasional maupun
kebijakan daerah.

~ i:\:
o\
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAls\LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS . N o

Kebijakan penataan ruang vang telah ditetapkan sebagai pégz;turan daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, menjadi pedoman dan ramtu-rambu yang hau@ﬁkuti dalam pemanfaatan ruang untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di”»@vﬁéyah Provinsi Kalimatan Tengah, dan
dikendalikan untuk tetap menjaga dan memperhatlkan kelestarian lingkungan hidup sesuai
kebijakan sebagaimana kajian lmgkungan lu\dup strategis yang telah disepakati.
Peran Biro Administrasi Pembangunafr sebagal staf sekretariat daerah, memberikan dukungan
kepada Sekretaris Daerah yang eragal pembantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas,- daerah dan lembaga teknis daerah, monitoring dan evaluasi
pembangunan, khususr};@Yberkalta.n dengan pelaksanaan dan pemanfaatan ruang di Provinsi
Kalimantan Tengg,l}. O

e
PENENTUz\iiﬂ\iSU-ISII STRATEGIS
Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telazhan diatas, maka isu strategis dalam
penyelenggaraan pembangunan biro administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinss
Kalimantan Tengan lima tahun ke depan, meliputi :

1. Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah yang akuntabel;

19



2. Meningkatkan sistem pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan
akuntabel;

3. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan data/informasi.

S
4;'3\%
AN
L 3 \i{w
N N
O
Q
7 6
}\,\/
N\
@
&
/\\ 7
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4.1.

BAB1V
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Birc Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunen terdapat pada misi ke 3 (ketiga) yaitu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi. Misi ini
diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan
sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan efektivitas
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses
dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang periu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategézyang dihadapi
oleh Biro Administrasi Pembangunan. Tujuan yang hendak dlcapal Qleh Biro Administrasi
Pembangunan tidak terlepas dari sasaran yang ierkait tugas dan\’ﬁmgm Perangkat Daerah.
Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudlan leabarkan ke dalam indikator
twjuan, vaitu Persentase Data Pelaporan dan smkrom@m “data capalan target realisasi
keuangan dan pembangunan yang bersumber dari dam{ pusat dan daerah. Sedangkan sasaran
adalah hasil yang diharapkan dari suatu fujuan ;}fg\b.é Ziiformuiasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaks\@a;ﬁén dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Mengingat tujuan yang hcndal&{dfCapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan
selama 5 tabun kedepan adalah ” .Memngkatnya Sistem Administrasi Pelaporan dan
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.”, maka perlu dirumuskan sasaran yang
akan mendukung pencapal.al}\‘hal tersebut. Sasaran yang diemban oleh Biro Administrasi
Pembangunan antara lain\gd;lah:

1. Tercapainya targffthata pelaporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan

yang bersu;nﬁ’éf'dari dana pusat dan dacrah;

2. Tercagaﬁya data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan

barang /jasa melalui tender dan non tender yang dilaksanaakan oleh perangkat daerah.

Sasaran Biro Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator

sasaran, yaitu :
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Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuvangan APBD Kab/ Kota
se-Kalimantan Tengah;

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuvangan APBD Provinsi
Kalimantan Tengah,

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi kevangan APBN Kab/ Kota
se-Kalimantan Tengah;

Persentase data laporan dan sirkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBN Provinsi
Kalimantan Tengah;

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD
dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, 1 dan III se-Kalimantan Tengah,

Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di
Provinsi Kalimantan Tengah;

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah melalui tender/seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; ” ‘\

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capa.an target pelaksana@’{f)%ngadaan barang/jasa
pemerintah melalui nontender/nonseleksi yang dilaksanakan oleh PQ\;@’Q(M Daerah di lingkungan
pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

ad
£\

Untuk mewujudkan Misi  Sekretariat ﬁD\igta Provinsi Kalimantan Tengah
sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka“tuji;’z‘m dan sasaran jangka menengah yang

hendak dicapai dari Biro Administrasi pem.béh'@han beserta indikator kinerjanya disajikan

} .. \
dalam tabel di bawah ini : Ree
N\
RNx
&
\2 <O
’n\
,{?;. /
R '\:\..3
QN
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BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Biro Administrasi
Pembangunan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan
rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Biro Administrasi Pembangunan dalam lima tahun
mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021-2026. |

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan
misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Biro
Administrasi Pembangunan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai
visi dan misi Kepala Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali”(jeggan penentuan

alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada tabel berikut’::\"‘s\ “

2 \?\“w
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian
sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk
kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Progfam ini merupakan penjabaran dari
kebijakan strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada program
pembangunan RPIMD Kalimantan Tengah 2021-2026.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah vang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi
dijabarkan rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai
berikut : O
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BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yvang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan
yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan divkur serta digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinetja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan
dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. |

Keberhasilan kinetja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang
urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi
kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Dacrah. Kinerja merupakan kunci utama yang
harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat
keberhasilan capaian. A

Dalam penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun” 2021-2026
mengacu pada RPIMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, «Elaiun dimaksudkan
agar indikaior kinerja Biro Adminsitrasi Pembangunan Sekrél;l??“i;t Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah harus diarahkan untuk mencapai target kint;;jf{ ?éesuai dengan kewenangan
Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target km@:qa RPIMD. BironAdministrasi
Pembangunan berkontribusi untuk mewujudkan selur@ﬁ\’/ﬁsi dalam RPJMD Tahun 2021-

2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai sebagaimana Tabel berikut :

v
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BAB VII1
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026merupakan  komitmen Biro
Administrasi Pembangunan yang discsuaikan dengan kemampuan yang ada dalam mencapai
hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 (lima)
tahun kedepan(2021-2026) yang merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021yang
pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, prioritas
pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman bagi Biro Administrasi
Pembangunan dalam menyosun program-program dan kegiatan pembangunan. Biro
Administrasi Pembangunan ikut bertanggung jawab untuk menjaga konsistens{ antara RPJMD
Pemerintah Provinsi dan Rencana Talunan (RENJA), disamping deng:ia):\RTRW Provinsi
Kalimantan Tengah sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.Keberhggil}.nudalam pelaksanaan
sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dag'.i:.seiuruh stakeholders secara
harmonis diseluruh tingkatan. Peran pemerintah dacrah lebifi-difokuskan scbagai fasilitator
dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembapginan dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pemalimﬁan dan komitmen bersama yang kuat
dari semua pihak, mulai dari tahap perencana’xigi;‘"pelahanaan, dan pengendalian kegiatan
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